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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENErcNTO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 Pejrat]tranr

MenteriDalamNegeriNomor54Tahun2olotentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008

tentang Tahapan daa Tata Cara Pen3rusr:nan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangUnan Daerah,

maka dipandang perlu dilakukan Perubahan asat Peraturan

Daerah Kabupaten Jeneponta Nomor O2 Tahun 2AL4 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupatea Jene;:onto Tahun 2At4-ZAl8, dengan Peraturan

Daerah;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Kabulmten Jeneponto tentang Perubalran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Jenelronto Tahun 2A14-2418.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Perrrberrtukan Daeral.-Daerah Tingkat II di Sulawesi

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

L8.221;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara perrbaran Negara. Reprrblik Irrdonesia Tahurr 2OO3

b.

Mengingat : 1.

2.

Nomor 47, Tlnbahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aZS6l; I
I



4.

5.

6.

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2AA4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun zOC4- Nomor 5, Tambahan [.embaran

Negara Republik Indonesia Nomor a3551;

Undang-Uadang Nomor 25 Tahua 2gA4 tentang Sistem

Perencaaaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 bntang

Perimbangaa Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pearerintahan Daerah {Lembaran Negam Republik Indonesia

Tahun 2OA4 Nomor L26, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OA7 teatang Rencana

Pembarrguaaa Jangka Panjang Nasional 2AA5-2A25

{I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aTool;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan

Ruaag (Irmbaran Negara Republik Indorresia Tahun 2OAT

Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor a7251;

8. Undang-Uadang Nomor 14 Tahua 2OO8 tentang Keterbukaan

Informasi Pubtik fl,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a&aQ;

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OOg tentang Susunan

dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rak5rat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Ral.ryat Daerah fi,embaran Negara Republik

Indoaesia Tahun 2AAg Nomor L23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Iadonesia Nortor 5Oa3);

1O. Undang-Undang Nomor 72 Tahurr 2011 tentang

Perrrbentukan Peraturan Per*adang-Undaregan {Lembaran

Negara Republik Iadonesia Tahua 2OLl Nomor 82,

Tamba{an Irmbaran Negara Republik Indonesia, Nomor

szs$; I



11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ot4

tentang Pemeriatahan Daerah fl*mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali teraktrir deagan Undang-Undang

Republik Indoaesia Nomor Og Tahua 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2A14 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Leurbamn Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 3O Tahun 2AL4

tentang Administrasi Pemerintahan $.ernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 292, Tambahan

Lennbaran Negara Reptrblik Indoaesia l{omor 56O1};

13. Peraturan Pemeriatah Noraor 58 Tahur 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lerrrbaran

Negara Republik Indooesia Nomor a5781;

14. Peratura"n Pemerintah Nomor 79 Tahua 2OO5 tentang

Pedoma-r:. Pembinaaa Pengawasan Fenyelenggaraan

Pemerintahan Daerah f,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provissi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota {Irmbaran Hegara Republik Indonesia

Tahun 2AA7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Iadonesia Nomor a734;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2OOB tentang

Pedoma* Evaluasi Perryeleagaraan Pemerintahan Daerah

pemba::an Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor

19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang

Tahapan, Tata Cara Pen3rusunan, Pengeudalian dan Evaluasi

::**ff "T""::nffi ,ffi 'T"J:TrTjffi 
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Lembamn Negara Republik Indcnesia Nomor a8l7l;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

2AAT tentang Pengesahan, Peogundangan dan

Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

19. Peratumn Presiden Republik Indonesia Nomor A2 Tahun

2OL5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nornor 3);

2O. Pemturan Me*teri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagaimana telah diubah kberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20 I I
tentang Perubahan l(edua Atas Peraturan menteri Dalam

Negeri nomor 13 tahun 2AB6 teatang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah fBerita Negara Republik Indonesia Tahun

2A1-L Nomor 3loh
21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 20L0

teatang plaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunart Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a8L7l,;

2Z.Perafrsrart Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Norpor 1O Tahun 2OL3 tentang

Reacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD}

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor O2 Tahun

2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah. dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jenetrronto

{kanbaran Daerah Kabrrpaten Jene;rcnto Ta}run 2006 Nomor

1soh

24.Perattsrart Daerah Kabupaten Jenepnto Nomor O3 Tahun

2006 tentang Rencana Pembarrgunan Jangka Panjang Daerah

(RP"IPD) Kabrrpaten Jenepanto Tahur 2o{}6-2o126 fl^ertaran
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2o,A6 Nomor tSt); 

!



Menetap$an :

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun

2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah l(abupaten Jeneponto

$,embara-n Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor

187);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor O4 Tahun

2AL6 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Jeaeponto Tahun 2016 Nomor 2641.

MEMUTUSKAN:

RAITSAISGAIS PERATT'RAIE DAERAII TEIT?SXG PERI'BAIIAIT
*TAS PERATI'RAN DAERAII KABT'"A?EIS JEilEFONTO
ITOtrOR Aiz TAIIUX 2OT4 TEil?AITG REHCAITA
PE,US*ITGUITAX JAXGKA ffiEITEilGAII DAERAII KABI'PATEil

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daeratr Kabupaten

Jeneponto Nomor 2 Tahun 2A14 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah l(abupaten

Jenepanto Tahun 2A14,-2AL8 {tembaran Daerah l(abupaten

Jenelrcato Tahun 2A14, Nomor 2241 diubah sebagai

berikut:

L. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e

diubah sehingga Pasal 4 ayat {1} selengkapnya berbunyi

sebagai berikut:

ksa1.t

{1} Pea5rusurran RPJM Daerah, dimaksudkan :

sebagai dasar kebliakaa dan program

pembangunan dalam skala prioritas yang lebih

tajam dan merupalcan indikator perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pemba:rgunan;

tersedianya rutrlrsan progrErm pembangunan yang

akan dilaksanakan di Wilayah Kabupaten;

pedornan bagi SKPD dalam perr;;usunan Rencana

Strategis SKPD;

b.

c-

d. mewujudkan komitmen bersama antara



Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan

masyarakat terhadap program-program

pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh

Angaraa Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten; dan

e. menjadi bahan acuan dan dasar dalam

penlrusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat {2} dan ayat (3} diubah sehingga

pasal 5 ayat t2I dan ayat {3} berbunyi sebagai berikut :

Basat 5

8l Sistematika RzuM Daerah Tahun 2A14-2418

sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umrrm dan Kondisi Daerah

BAB III Gasrbaran Pengelolaart Keuangan Daerah

serta Kerangka Pendanaan

BAB fV Analisis Isu-Isu Strategis

BAB V Peayqiian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB 1II Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII Kebiiakan Umum dan Program Pembangunan

Daerah

BAB YIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang

Disertai Kebutuhan Pendanaan

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

BAB XI Penutup

{3} Rincian dari RPJM Daera}r dan Lingkup BAB masing-

masing sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat

(2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagran

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3- Ketentuan Pasal 6 ayat {1} diubah, ayat (2}, ayat {3} dan 
1

ayat (4) dihapus sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut: II



fasaf 6

(1) Bappeda menJrusua prubahan RPJM Daerah

berdasarkanhasilevaluasipelaksanaanRPJMDaerah

d.engan memperhatikan masukan dari SKPD dan

pemangku kePentingan'

(2) DihaPus-

{3} DihaPus.

(4) DihaPus"

4. Ketentuan Pasat 7 ayat{l} dihapus, ayat l2l, ayat {3} diubah

sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

ksal T

(1) Dihapus.

(2) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang

Perubahan RPJM Daerah pating lama 1 (satu) bulan

setelah ditetapkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan

dan ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri'

(3) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang

Perubahan RPJM Daerah kepada masyarakat-

5. Ketentuan Pasa1 8 ayat t1) diubah sehingga Pasal 9 ayat (1)

berbunyi :

ksal I

(t) Bupati melakukaa pengendalian terhadap trErerlcanaan
perubahan RPJM Daerah

6- Ketentuan Pasal 14 ayat t1) dan ayat {21 diubah

dan ditambahkan ayat (3) sehingga Pasal 14 selengkapnya

berbunyi sebagai berikut:

ksal 14

tl) RPJM Daerah han5ra dapat diubah sekali dalam 5

(lima) Tahun yaitu setelah pelaksanaan RPJM Daerah

krjalan 2 (dua) Tahun.

{21 Apabila dala:n perjalanan pelaksanaan RPJM 
I

Daerah hingga Tahun 2018 terdapat kebijakanf



Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam trreraturan
perundang-undangan yang berimplikasi terhadap

dokumen Perubahan RPJM Daerah ini, maka akan

dilakukan perbaikan dan pnyesrraia:r pada Dokumen

Rencana Kerja Pernerintah Daerah yaag ditetapkan

derrgan Peraturan Kepala Daerah.

{3} Kebijakan Pemerinta}r Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat {21 berkenaan pengaturan dan implementasi

penyelenggaraan kewenangan/urusan Pemerintahan

Daerah Provinsi sebagaimanan diatur datam

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2A\4 tentang

Pemerintahan Daerah, dan kebiiakan dibidang

keuanga:r terkait alokasi dalra transfer ke Daerah.

Pesal 18

Peraturan Daerah irri mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agrar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
penguadangan Peraturan Daerah ini dengan

penem.patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada taaggat : tb JrANuAR.l 20-L7

Di

Pada

di : Jenelronto

: 1z f4NU,ae-r 2417

Pangka ina Utasna Madya
Nip. 1 20 199103 1 006

/l
LEMBAREN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2017 NOMOR 249


